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BUPATI MAGELANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI MAGELANG 
NOMOR 71 TAHUN  2022 

 

TENTANG 
 

PEDOMAN PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN 
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI 

PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MAGELANG, 
 

Menimbang : a. bahwa   untuk   mencapai   pengelolaan   keuangan   daerah 
yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan 
pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah 

dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah; 

  b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah Terintegrasi pada 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perlu menyusun 
Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Internal Pemerintah terintegrasi pada Pemerintah 

Kabupaten Magelang; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Pemerintah 

Kabupaten Magelang; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

40); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  
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  5.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4890); 

  6.  Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun  2014  tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);  

  7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman 

Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 

  8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63); 

  9. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan     
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian 

Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/ 
Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 419); 

   

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 
PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN 

MAGELANG. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 

2. Bupati adalah Bupati Magelang. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom.  

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah. 

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magelang 

6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat 

BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah 

dan  bertanggung jawab kepada Presiden.  

7. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan 
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 
pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi 

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, 
pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- 

undangan. 

8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah 

sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di 

lingkungan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. 
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9. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam 

mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, 
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan. 

10. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat 

kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas 
dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, 

pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. 

11. Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang 
menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Pemerintah 

Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. 

12. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah 
kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan 

risiko korupsi di organisasi. 

 
Pasal 2 

 

Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. mekanisme penilaian; 
b. fokus penilaian; 
c. komponen penilaian; dan 

d. periode yang dinilai. 
 

BAB II   

PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP 
 

Pasal 3 
 

Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal  2 huruf a terdiri dari: 

a. penilaian mandiri oleh Pemerintah Daerah; 
b. penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Pemerintah    

Daerah; 
c. evaluasi oleh BPKP atas hasil  penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud  pada huruf b. 

 
Pasal 4 

 

(1) Fokus penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah tingkat 
Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi. 

(2) Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur-unsur: 

a. SPIP; 

b. MRI; 

c. IEPK; dan 

d. Kapabilitas APIP. 

(3) Penilaian unsur Kapabilitas APIP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d 
berpedoman pada ketentuan peraturan  perundang-undangan. 

 
Pasal 5 

 

Komponen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari: 
a. penetapan Tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi 

pencapaian sasaran strategis; 

b. struktur dan Proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan 
SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP; dan 
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c. pencapaian Tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang 

terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan 
pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. 
 

Pasal 6 

 
(1) Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  huruf d berdasarkan: 

a. penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan; 
b. struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada 

tahun berjalan; 

c. pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya. 

(2) Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 
rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 

berjalan. 
 

Pasal 7 
 

(1) Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN  

BAB II  GAMBARAN UMUM  
BAB III PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS  
BAB IV PENUTUP 

(2) Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 8 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. 
 

Ditetapkan  di   Kota Mungkid,  
pada tanggal 28 Desember 2022 
 

BUPATI MAGELANG, 
 

ttd 
 

ZAENAL ARIFIN 

Diundangkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 28 Desember 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, 
 

ttd 
 

ADI WARYANTO 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya 

Ditandatangani secara elektronik oleh; 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
# 

 
 

RATNA YULIANTY, S.H., M.H. 
Pembina Tingkat I 

NIP. 196807301997032003 
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